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SEGERA AUDIT

14 Sekolah Diduga Pungll

PALU, MERCUSUAR - Ombudsman Perwakilan
Sulteng menyatakan besar kemungkinan 14
sekolah favorit di Palu telah melakukan pungutan
liar pada penerimaan siswa baru tahun ini. Sekai-
tan dengan ini, Ombudsman meminta Inspektorat
Palu dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pem-
bangunan (BPKP) Sulteng untuk segera memeriksa
keuangan sekolah dan komite sekolah tersebut.

“Besar kemungkinan (pun-
gutan liar). Sampai sekarang
mereka ndak bisa menjawab
surat klarifikasi kami. Dari 14
sekolah yang kami kirimi surat
Klarifikasi, baru satu sekolah
yang memberikan Klarifikasi,
MAN Model. Yang lainnya ti-
dak,” kata Kepala Perwakilan
Ombudsman Sulteng, Sofyan

Farid Lembah usai pemaparan’
hasil supervisi sembilan lem-
baga pelayanan publik di Palu,
Kamis (29/8/2013).

Mantan Ketua Lembaga
Perlindungan Anak Sulteng ini
juga tidak mengetahui alasan
sekolah tersebut. Yang jelas,

Di Antara Sekolah
di Palu Yang Disupervisi
Ombudsman

Negeri 1 Palu

SMA Negeri 2 Palu
SMA Negeri 3 Palu
SMA Negeri 5 Palu
SMK Negeri 2 Palu
MAN Model Palu

SMP. Negen 1Pal
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Ombudsman menyimpulkan se-
mentara bahwa diamnya mayoritas
sekolah melakukan Klarifikasi se-
bagai bentuk tidak bertanggung ja-
wabnya sekolah terhadap pengaduan
masyarakat.

Dari 14 sekolah tersebut, Sofyan
belum bersedia merinci dengan
alasan masih melakukan supervisi.
“Tapi yang jelas SMA 5 sudah harus
diperiksa, SMA 2, SMK 2, SMA 3, itu
dulu. Langsung inspektorat dengan
BPKP kalau perlu,” tambahnya. Pun
demikian dengan SMP Negeri 1 dan
SMA Negeri 1 yang saat ini juga se-
dang disupervisi.

Sekiranya sekolah-sekolah ini
dikemudian hari benar melakukan
pungutan di luar kewajaran, itu
artinya sekolah telah melakukan
pembohongan publik. Kepala seko-
lahnya sudah layak disanksi, seperti
dicopot, karena tidak jujur dalam
proses pendidikan. Seperti yang
Ombudsman temukan ada sekolah
yang mengaku hanya memungut
Rp2,5 juta namun yang dipungut di

lapangan lebih dari itu.

Ada juga sekolah dan orang tua
yang telah sepakat menetapkan bi-
aya masuk siswa baru sebesar Rp1,7
juta, namun dipungut sekolah mem-
bengkak menjadiRp2,3 juta. “Seperti
di MAN Model. Itu ada orang tua yang
melapor langsung,” ujarnya.

Kekurangan dana bantuan opera-
sional sekolah (BOS) sehingga seko-
lah terpaksa melakukan pungutan
juga dinilai Sofyan mengada-ada.
Pasalnya, seluruh bantuan dari pe-
merintah itu telah diukur, dirinci per
jumlah siswa. Demikian halnya men-
genai biaya pemutuan. “Pemutuan
membutuhkan dana, untuk itulah
disusun apa yang namanya RAPBS
(Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Sekolah (RAPBS). RAPBS
ini boleh diputuskan kalau ada per-
setujuan komite sekolah setelah
melalui proses demokrasi dengan
pertemuan dengan orang tua murid.
Kalau ini tidak dilalui itu pungutan
liar, apalagi sudah diambil jumlah
pungutan melalui ketentuan RAPBS.

Itu saja kuncinya,” tambahnya.

Selain sekolah, pemeriksaan juga
harus dilakukan terhadap komite
sekolah. “Justru di situlah apakah
benar pungutan itu sudah disetu-
jui oleh komite. Karena ada kami
temukan, komite sekolah, ketuanya
sudah lama meninggal, tapi masih
belum ada pergantian. Berarti ini
tidak ada persetujuan komite. Inilah
yang harus diperiksa,” tambahnya.
Ia juga berharap dinas pendidikan
kabupaten/kota dan provinsi tidak
melakukan proses pembiaran ter-
hadap adanya pungutan-pungutan
ini.

Pungutan di sekolah juga men-
jadi perhatian khusus Ombudsman
Republik Indonesia. Anggota
Ombudsman RI , Pranowo, kepada
wartawan membenarkan jika se-
bagian pihak seperti melegalkan
pungutan. Namun, ia meminta kon-
disi-kondisi tersebut harus mengacu
pada aturannya. Kalau aturannya
justru tidak benar, ini yang akan
Ombudsman ubah. par




